
BT'PATI PT']RWORE.IO
PROVINSI JAIIA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORB'O
NOMOIT 1OOTAHUN ZJZL

t.ENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.'A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPAI:EN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAI'TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa untul,: melaksanakan ketentuan Pasal 1O

Peraturan De.erah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan l)eraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Orgrnisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian Dart Pengembangan Kabupaten Purworejo.

I. Pasal 18 rryat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-U:ndang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentulcan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik I:ndonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-U::dang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Urrdang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16

tentang R:rangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor LL4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Pe rubahan Atas Peraturan Pemerintah
NomoilS 'lahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Id*
io19 No*,rt 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Irrdonesia Nomor 6402);
Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2Ol9 tentang Klasilikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatrr Perencanaal Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia'l'ahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4

Tahun 2O2 | ten:tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
(kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Jahun
iO21 Norr,o. 4, Tambahan L,embaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4).
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Menetapkan :

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten F:r:worejo'
2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanUru.san- p"*".i"t itan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

i"t y"t Daerah menurut €rsas otonomi dan tugas pembantuan

ai.r["o prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

N"e;" ri.*t"'u,, Republik I::donesia iebagaimana dimaksud dalam

Un?ang-Undang Daiar Negara Republik Indonesia Ta-hun 1945'
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MEIIIUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGINISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA BI\DA}I PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PEI{ELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PUIRVf OREJO.

KETE}ITUAN UMUM



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanalan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Perencanaan Penrbangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan, yang selrnjutnya disebut BAPPEDALITBANG,
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten f\rrworejo.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala
BAPPEDALITBANG, adal:rh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretarirt pada BAPPEDALITBANG.
8. Sekretaris Badan PerencaJr€ran Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupalen Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepah Bidang pada BAPPEDALITBANG.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada

BAPPEDALITBANG
11. Subkoordinator adalah pejatrat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordine.si serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan penmdang-undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
kerja pada BAPPEDALITBAIIG yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatm teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelaksana Tekn: s yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adalah kepala unit ke;ja pada BAPPEDAIITBANG yang
melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan F\:ngsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan d(:ngan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian c.an keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan F\rngsio nal pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

l)asal 2

(1) BAPPEDALITBANG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekrelaris Daerah Kabupaten Pur:worejo.

(2) BAPPEDALITBANG dipimpin oleh Kepala BAPPEDALITBANG.
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BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Bupati melaksalakan
urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan
pengembangan sesuai dengan k:wenangan daerah.

Balgian Ketiga
Fungsi

Ba1;ian Kedua
T\rgas

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

SUSUNI\N ORGANISASI

Ba11an Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BAPPEI)ALITBANG, terdiri atas:
a. Kepala BAPPEDALITBANC';
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemerintahan, P':mbangunan Manusia, Perekonomian,

Sumber Daya Alam, Infrasrtruktur dan Kewilayahan;
d. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah;
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
f. UPT; dan
g. Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

BAPPEDALITBANG menyelenggerrakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian

dna pengembangan;
b. pelaksan-aan teU;;atan teknis bidang perencanaan serta penelitian

dna pengembangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta

penelitian dan pengembangan;
a. petaksanaan, pembin"an aclministrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDALITBANG; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yarLg diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.
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(2) Bagan organisasi BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam l;rmpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan []upati ini.

Batrgian Kedua
Kepala B,\PPEDALITBANG

Pasal 6

Kepala BAPPEDALITBANG sebalgaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat
(1) huruf a mempunyai tugas m,3mimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
BAPPEDALITBANG sebagaimane. dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bag5ian Ketiga
St:lrretariat

Pasal 7

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sel;retaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan koordin,rsi dalam menyiapkan perumusan
kebijakan teknis dan menlelenggarakan tugas bidang, serta
memberikan dukungan adminis'trasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan BAPPEDALITBANG.

?asal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima}sud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggara€rn tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelengf ;araan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelengg;araan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepe gawaian;dan
a. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BAPPEDALITBANG sesuai de::gan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Umum dan Ke pegawaian; dan
b. Jabatan F\ngsional.
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(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BAPPEDALITBANG.



(Z) S.upbaqgn sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpinoleh Kepala Subbagren yang berada di bawah- dan
bertanggungiawab kepada Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan pejabat fungsional yang bertugas meialsanakan
koordinasi serta pengelola:m kegiatan urusan- perencanaan dan
keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator perencanaan
dan 

- 
Keuanga-q yang berke dudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat lggsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yarg ditunjuk dengan dib-erikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan hrgas dan pengelolian
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator. -

l?asal I 1

Subbagian Umum dan Kepegrwaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan t<eEilat<an teknis,
pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan
kepegawaian, yang meliputi:
a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administra si umum;
c. menyelenggara,kan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemelihara.an barang milik daerah;
f. menyelenggarakal administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasrrn lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas j abatann'7a.

I,asal 12

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan p,;aq6ssan dan pelaksanaan- kebijakan
teknis, pelay_anan dan pengendalian administrasi di bidang
perenc€rnaan dan keuangan yan61 meliputi :

a. menyelenggaralan perenc€rn aan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja;

b. menyusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan;dan
d. melaksanakan tugas kedinasrm lain yang diberikan oleh Sekreteris

sesuai tugas jabatannya.

Bagi:rn Keempat
Bidang Pemerintahan, Pembangrnan Manusia, Perekonomian, Sumber

Daya Alam, Infraslnrktur dan Kewilayahan

Pasal 13

(1) Bidang Pemerintahan, Penrbangunan Manusia, Perekonomian,
berkedudukanSumber Daya Alam, Infrastnrktur dan Kewilayal:an

di bawah dan
BAPPEDALITBANG.

bertanggung
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(2) Bidang Pemerintahan, Petnbangunan Manusia, Perekonomian,' 
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh
Kepala Bidang.

,)asal 14

Bidang Pemerintahan, Pembanggnan Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 ayat (1) mr:mpunyai tugas menyiapkan. bahan

ire.omrisrn kebijakan teknis, rrLelaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, perekc,nomian dan sumber daya alam, serta
infrastn rktur dan kewilaYahan.

l?asal 15

Dalam melaksanakan tugas sel>agaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastmktur dan K,:wilayahan menyelenggarakan fungs1
a. 

- 
penyiapan penrmusan kebijrd<an teknis, koordinasi, pembinaan dan

ire"geria*at pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

b. penyiapan perumusan kebijalran teknis, koordinasi, pembinaan dan

ir".rg""arfiin pelaksanaan t.rgas bidang perekonomian dan sumber

c

d

daya alam;
penyiapan perumusan kebiji
pengendalian pelaksanaan

r-kan teknis, koordinasi, pembinaan dan
tugas bidang infrastrulctur dan

kewilayahan; dan
pelaksanaan tugas kedinarpn lain yang diberikan oleh Kepala
bepppoeuteANG sesuai dt:ngan tugas dan fungsi,

l?asal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian, Sumber Dayrr Alam, Infrastrulrtur dal Kewilayahan,
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 5 ayat (1) huruf c' terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebaga mana dimaksud pada ayat (1)' 94*
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Peme:intahan, Pembangunan Manusia,
Peiekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastru-lrhrr dan Kewilayahan,
melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang
lingkup iogas.ty" am berlanggung jawab kepada Kepala Bidang
peme;ntafran, Pembangunrn Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Pemerinlahan dan Pembangunan Manusia;
b. Subkoordinator Perekonomian dan Sumbcr Daya Alam; dan
c. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan ienjang sekurang-kurangnya.,ahli muda
Itau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikur pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tug:ts masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pemerintahan tlan Pembangunan Manusia mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan
teknis serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, yang nreliputi :

i. melakianakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, yan51 meliputi:
1. mengoordinasikan penfusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi lrenJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pen5msunan dokumen
perencanaan pembangtLnan perangkat daerah bidang
pemerintahan;

4.mengoordinasikan pelaksranaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangrlan daerah bidang pemerintahan;

5. mengoordinasikan penusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bitlang pembangunan manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

6. melakukan asistensi f'enlrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat d rerah bidang pembangunan manusia;

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangu nan perangkat daerah bidang
pembangunan manusia; dan

8. mengoordinasikan pelaks anaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangurtan daerah bidang pembangunan
manusla.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Penrbangunan Manusia, Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastr"rlrhrr dan Kewilayahan sesuai dengan
tugas jabatannya.

l?asal 18

Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas menyiapkan bahan perttmusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, yang melipuri;
a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan

Sumber Daya Alam (SDA), yerng meliputi:
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi l)enyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat claerah bidang perekonomian;

il
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3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pen5rusunan dokumen
perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
perekonomian;

4.mengoordinasikan pela-L.sanaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;

5. mengoordinasikan perrJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

6. melakukan asistensi cenJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat ,laerah bidang SDA;

7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunrLn perangkat daerah bidang SDA; dan

8. koordinasi pelaksanaan s inergitas dan harmonisasi perencarraan
pembangunan daerah bidrmg SDA.

b. melaksanakan tugas kedin,esan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Pernbangunan Manusia, Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastrrkfirr dan Kewilayahan sesuai dengan
tugas jabatannya.

l)asal 19

Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusar. dan melaksanakan kebljakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan,
yang meliputi:
a. melaksanakan koordinasi ferencanaan bidang infrastrukhrr dan

kewilayahan, yang meliputi:
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi I)enJrusunan dokumen perencanaan
pemba.ngunan perangkat claerah bidang infrastrulrhrr;

3. melaksanakan monitorin€l dan evaluasi pen5rusunan dokumen
perencanaan pembangruran perangkat daerah bidang
infrastruktur;

4. mengoordinasikan pelakrunaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

5. mengoordinasikan pen irusunan dokumen perenc€rnaan
pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

6. melakukan asistensi pen5rusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penJrusunan dokumen
perencanaan pembanglman perangkat daerah bidang
kewilayahan; dan

8. mengoordinasikan pelaks,anaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunar daerah bidang kewilayahan.

b. melalsana}an tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Penrbangunan Manusia, Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastn:khrr dan Kewilayahan sesuai dengan
tugas jabatannya.
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Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 2O

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BAPPEDALITBANG.

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembalgunan
Daerah dipimpin oleh Kepah Bidang.

Pasal 21

Bidang Perencanaan, Pengen dalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksu I pada pasal 20 ayat (1) mempunyai
tugas menyiapkan bahan perutnusan kebijakan teknis, melaksalakan
koordinasi, membina dan merLgendalikan pelaksanaan tugas bidang
perencana€rn dan pendanaan, rlata dan informasi serta pengendalisl,
evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah menyelenggarakan fung,5l;
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan
pendanaan;

b. penyiapan penrmusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tu13as bidang data dan informasi;

c. penyiapan perumusan kebijai<an teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BAPPEDALITBANG sesuai derrgan tugas dan fungsi.

l)asal 23

(1) Susunan Organisasi Bidaeg Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan F\rngsional sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Perenc anaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah melalui penetapan selagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.

d
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(3) Subkoordinator pada ayat (!l) terdiri dari:
a. Subkoordinator Penyu.stman Perencanaan dan Pendanaan;
b. Subkoordinator Data da:r Informasi; dan
c. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Subkoordinator sebagaimar.a dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan .'enjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai
tugas menyiapkan bahan penrmusan dan melaksanakan kebljakan
teknis serta melakukan pembinrran di bidang pen5rusunan perencanaan
dan pendanaan, yang meliputi:
a. melaksanakan penyusunar perencanaan dan pendanaan, yang

meliputi:
1. menganalisis kondisi dar:rah, permasalahan, dan isu strategis

pembangunan daerah;
2. mengoordinasikan perrelaahan dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen kebljakan lainnya;
3. melaksanakan konsultasi publik;
4. mengoordinasikan pelaksrrnaan forum SKPD/lintas SKPD;
5. melaksanakan Musrenbarrg Kabupaten;
6. menyiapkan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan; dan
7. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan dokumen

perenc€rnaan pembangunan daerah Kabupaten.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan, Peng:ndalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daera,h sesuai dengan tugas jabatannya.

I)asal 25

Subkoordinator Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang; data dan informasi, yang meliputi:
a. melaksanakan an6lisis data dna informasi pemerintahan daerah

bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi:
1. menganalisis data dan informasi perencanaan pembangu.nan

daerah;
2. membina dan memanfaatkan data dan informasi perencanaan

pembangunan SKPD; dan
3. menyusun profil pembangunan daerah kabupaten.

b. melaksanakan tugas kedina san lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah sesuai dengan tugas _ abatannya.

{
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Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembir.aan di bidang pengendalian, evaluasi
dan pelaporan, yang meliPuti:
a. melaksanakan pengendalia.:r, evaluasi dan pelaporan bodang

perencanaan dan pembangunan daerah, yang meliputi:
i. mengoordinasikan pengenddian perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah di KabuPaten;
2. melakukan pengendalian lrelaksanaan kerjasama daerah; dan
3. melaksanakan monitoring;, eva-luasi dan penyusunan laporan

berkala pelaksanaan p€mt'angunan daerah.
b. melaksanakan tugas kedine.san lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah sesuai dengan tugas.iabatannya.

tasal 26

Bagtan Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Irasal 3O

E'asal27

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

(2) Bidang Penelitian dan Pengelnbangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

I'asal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
Lebijakan 

- teknis, melaksar: akan koordinasi, membina -dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan,
ekonomi dan pembangunan, serra inovasi dan teknologi.

l'asal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Penelitian dan Pengembang€rn menyelenggarakan fungsi:
a. penliapan perumusan kebijalan tgF.i", koordinasi, pembinaan dan

ieni,eriaamn pelaksanaan tug;as bidang sosial 4an pemerintahan;.
U. |en!-iapan peiumusan kebijalan teknis, koordinasi, pembinaan dan

|enigedaa[an pelaksanaan tu53as bidang ekonomi dan pembangunan;

". |e.rliapan peiumusan kebijalen teknis, koordinasi, pembinaan dan
ienl,eriaalan pelaksanaan tu61as bidang inovasi dan teknologi; -dan -

d. iredlsanaan 
-tugas kedinasim lain yang diberikan oleh Kepala

bepppoet ttBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Susunan Organisasi Bidztng Penelitian dan Pengembangan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf e, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

-t
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(2) Jabatan Fungsional sebagaimana aq*:ra pada ayat (1), dalam
melaksan"kat tug"" dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Penelitian 'lan Pengembanga-n, melalui penetaPan
selagai Subkooidinator sesrrai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepa la Kepa-la Bidang Penelitian dan
Pengembangan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Sukoordiator Sosial dan Pemerintahan;
b. Sukoordiator Ekonomi da:l Pembangunan; dan
c. Sukoordiator Inovasi dan 'Ieknologi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan,tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya m:tsing-masing;

Pasal 31

Subkoordinator Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusarL dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang sosial dan pemerintahan, yang
meliputi:
a. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, yang
meliputi:
1. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pe;nyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pe:nerintahan Umum;
3. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. memfasittasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
5. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Xeuangan dan Aset Daerah, Reformasi
Birokrasi;

6. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kt:tertiban dan Ketentraman Umum dan
Perlindungan MasYarakat;

7. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pe:rataan Kelembagaan Desa;

8. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ke tratalaksanaan Desa;

9. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aparatur Desa;

10. memfasilitasi, melalsana<an dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ke uangan dan Aset Desa;

x
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11. memfasilitasi, melaksanal<an dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Barlan Usaha Milik Desa;

12. mengelola Data Kelitbangan dErn Peraturan;
13. menlmuskan Rekomendarli Atas Rencana Penetapan Peraturan

Baru dan/ atau Evaluasi te'rhadap Pelaksanaan Peraturan;
14. memfasili'tasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan

Pengkajian Peraturan; dan
f S. meritasltitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagt Warga.-N"e*"AsinguntukDiterbitkannyalzinPenelitianolehlnstansi

yang Berwenang.
m.tak"ir"Lat penelitian dan pengembangan bidang sosial dan

kependudukan, Yang meliPuti :

i. '-.i"t"t"tt 
' p".r"=titirr- da.lr Pengembangan Bidang Aspek-Aspek

sosial;
Z. meUfcukn penelitian dan pengembangan pemberdayaan

perempuan dan Perlindunilan anak;
S. ;ret;k;kan penelitian ian pengembangan pendidikan dan

kebudaYaan;
+. melakulan penelitian drrn pengembangan kepemudaan dan

olahraga;
5. melakJkan penelitian dan pengembangan pariwisata;

6. melakukan penelitian dan pengembangan }esehatan;
i. melakukan penelitian 

-darr pengembangan pengendalian

penduduk dan keluarga bt:rencana;
8. melakukan penelitiL dan pengembangan administrasi

kependudukan dan penca'atan sipil;
g. metatukan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;

io. .".i*"f". penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;

dart
11. melakukan penelitian dan pengembangan transmigrasi'

c. melaksanakan tugas kedinaian lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas
jabatannYa.

l)asal 32

Subkoordinator Ekonomi da:r Pembangunan mempunyai tugas

menyiaptan bahan perumusar:. dan melaksanakan keb{iakan teknis
serta melakukan pembinaan c.i bidang ekonomi dan pembangunan
yang meliputi:
l. il"r"f.irt . penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan

pembangunan, yang meliPuti:
i. metati:tan plnettian da-r, Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah;
2. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan

Perdagangan;
a. melalikan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik

Daerah;
4. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan

dan Pangan;

14
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Bagian Ketujuh
UPT

?asal 34

Subkoordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan mela-ksanakan kebljakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidan g inovasi dan teknologi, yang meliprrti:
a. melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi, yang meliputi:.

1. melakukan p".reUti"t, pengembangan, dan perekayasaan di
bidang teknologi dan inovrrsi;

2. melalirkan uji coba dan penerapErn rancang bangun/ model
replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan
teknologi;

3. melakukan diseminasi jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat ToIltif;

+. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
dan

5. melakukan fasilitasi hak l:ekayaan intelektual.
b. melaksanakan tugas kedin asan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penelitian dan F'engembangan sesuai dengan tugas
jabatannya.

(1) Untuk melaksanakan tugas
teknis penunjang tertentu di
UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksu:l ayat (l), dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggunglawab kepada Kepala
BAPPEDALITBANG.

teknis operasional dan/atau tugas
lingkungan Badan dapat dibentuk

6
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5. melakukan melakukan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikalan;

6. melakukan Penelitian dan Pengembangan Energi dan
Sumberdaya Mineral;

7. melakukan Penelitial dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
8. melakukan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;

10. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
11. melakukan Penelitian rlan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman;
12. melakukan Penelitian da.:r Pengembangan Penataan Ruang dan

Pertanahan; dan
13. melakukan Penelitian clan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika.
b. melaksanakan tugas kedin asan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penelitian dan F'engembangan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 33



l'asal 35

Pembentukan, Kedudukan, Sullunart Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja UPT sebagaim.rna dimaksud pada pasal 34 ayat (1)

ditur lebih lanjut dengan Perattrr'an Bupati.

Bagian Kedelapan
Jabat:n Fungsional

I'asal 36

(1) Pejabat Fungsional berke,ludukan sebagai pelaksana teknis
fungsional Pada BAPPEDALITBANG.

(2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' 'Uertcedudutan di bawah dan bertanggung jawab secara Langsung

kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama,. Pejabat Administrator,

^t^r 
eejabat F".g"*a" yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan fungsional'

(3) Kedudukan Pejabat F\rngsic nal sebagaimana rlimaksud pada ayat
(2) ditetapkan datam peta jutbatan berdasarkan analisis tugas dan
hrogsi .rnit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilatsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diltur sCsuai ketentuan perahrran perundang-undangan'

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
' 'pada ayat (1), dilafcukan sersuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

l)asal 37

BAI} TV

T1(TA KERJA

.)asal 38

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

SutUagian, Subkoordinator, Blepala UPT dan Jabatarr Fungsional
dalam-melaksanakan tugasnyrr' berdasarkan peraturar perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati'

'0

t6

Jabatan Fungsional mempunl'ai tugas dan fungsi sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 39

Keoala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kgpalq
Su'bbaeian, Subkoordinator, liepala UPT dan Jabatan Fungsional
aut"* -*iirtsanakan hrgainy,e 

- memperhatikan prinsip rySnajemen
;;t metputi perencanaall' pengorganisasial, pelaksanaan,
"rriofitorit g, 'evaluaii dan pel aporan sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan rugas, Kepala BAPPEDALITBANG, Sekr-etaris'
f.p.t" eia".rg, Kepala SIUbafiair, Subkoordinator, Kepala Vpf d"'l
Jabatan Fungsional wajib metrerapkan pnnslp koorcunesl,. rntegrasr
dan sinkroniSasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam
maupun antar satuan organisasi daiam lingkungan Pemerintahan
Daerih serta instansi lain sesuai dengan tugas masrng-masmg'

(ll Keoala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, K.enal-a
' ' Su^bbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung. jawab

aJ"--me-i-pin, mengoorCinasikan- dan memberikan bimbingan
sirta petunjuk'bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing'

(21 Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kqpalq
' ' Subbagian, Subkoordinator Kepala UPT, d9'n Jabatan Fungsional

*"iiU ir""ht"ti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
paia atasin masing-masir:g serta menyampaikan laporan tepat
waktu.

(3) Dalam menyampaika-n laporan masing-masing kepada atapan:' tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan orgarusasr
lain yang secira fungsibnal rnempunyai hubungan ke{a'

(41 SetiaD laooran vans diterima oleh Kepala BAPPEDALITBANG,
' ' Setritaris, Kepali Bi-dang, Iiepala Ssfubagian, 

- 
Subkoordinator, dan

Kepala UPT dil bawahan ctapat diolah dan dipergunakan sebagai
t"iiat peny,rsunan laporan le-bih lanjut dan dijadikan bahan untuk
membe-rikan pehrnjuk kepacla bawahan.

Pasal 4 1

BAB V

KET'EGAWAIAN

t?asal 42

Jenjang jabatan dan kepanglcrtan. serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan nerodm$$jif;rgm

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris,
Subbagian, Subkoordinator, Xepala UPT,
diangkit dal diberhentikan oleh pejabat
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang, Kepala
dan Jabatan Fungsional
yang berwenang sesuai

0

t7



(11 BAPPEDALITBANG walib menyusun kebutuhan jumlal dan jenis
' ' jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jurnlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil' ' tt"s;r. sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan untuk
jdck wakt[ s (lima) tahrrn yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebuhrhan.

.l)asal 43

BAB XI

KETEN]UAN PENUTUP

l)asal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan- Bupati
Purworejo Nomor 73 Tahun 2O2l tentang Kedudukan, Susunan
Oreanisisi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Badan Perencanaan
Peirbangunan baerah Kabupatt:n Purworejo (Berita Dagrah Ka-bupaten
p"r*or"i. Tahun 2016 Noinor 73 Seri D Nomor 2O), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

I)asal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1

Januai2022.

Agar setiap orang mengetahtLinya, memerintahkan pengundangan
PEraturan 'Bupati -ini aengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
tanggal : 2( Septearbsr Z)21
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